
PENANGKAPAN DAN KEKERASAN ATAS PETANI, MASYARAKAT DESA SIDAURIP KECAMATAN GANDRUNG  DAN MASYARAKAT PENGELOLA TANAH TIMBUL DI KABUPATEN CILACAP JAWA TENGAH 


Pada hari Minggu Dinihari,tanggal  27 Juli 2008 telah terjadi tindakan kekerasan dan penangkapan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat POLRI dari Polres Kabupatn Cilacap dan didukung oleh personi Polsek Gandrungmangu terhadap petani, masyarakat yang menglola lahan timbul yang diklaim oleh Perhutani di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Pada mulanya jumlah petani yang ditangkap sebanyak 11(Madrusin, San saring, Mukson, Bisri, Lison, Mislam, Nasihun, Jamal, Nawi, Amin, Wahidin)  orang tetapi pada tanggal 28 Juli 2008 sebanyak 6 orang sudah dilepaskan yaitu (Madrusin, San saring, Mukson, Bisri, Lison, Mislam,) dengan alasan tidak terbukti melakukan kesalahan. 

Peristiwa penangkapan secara sewenang-wenang atas petani pengelola tanah timbul yang sedang memperjuangkan hak kepemilikan berawal dari kegiatan kerjabakti yang dilakukan warga masyarakat sekitar 700-an orang yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 pada jam 08.00 – selesai. Yang mana kerjabakti tersebut rencananya adalah membuat jalan tembus dengan Desa di sekitar yang menuju kecamatan Kampung Laut. Lahan tersebut berupa tanah datar dan sudah dikelola menjadi lahan pertanian produktif brupa padi oleh masyarakat selama puluhan tahun. Sementara Perhutani mengkaliam tanah Timbul tersebut masuk kedalam area kawasan hutan sesuai dengan peta jaman Belanda yang mereka miliki. Adanya penangkapan ini, menunjukan sebuah kenyataan di negeri tercinta ini  masih dipergunakannya pilihan kekerasan dan kriminalisasi Petani dalam penyelesaian konflik dan melindungi kepentingan perusahaan (modal). Hal ini juga menunjukan lemahnya keberpihakan aparat kepolisian menegakkan hukum (law enforcement) yang berpihak pada rasa keadilan rakyat. 

Sementara itu proses penangkapan terjadi pada Minggu Dinihari antara jam 02.00-03.00 sangat mengganggu ketenraman dan ketenangan masyarakat seakan-akan mereka diperlakukan sebagai DPO yang akan melarikan diri. Kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi yang mau merampas HP milik seorang Ibu yang salah satu suaminya ditangkap yang disaksikan oleh anaknya yang masih berumuh 6 tahun sangat mengusik Jiwa dan Psikologi seorang anak. Belum lagi data di lapangan ditemukan Informasi bahwa Polisi yang mau menangkap dengan cara pakasa yaitu menjebol dinding salah satu warga yang akan ditangkap, ini sudah memprliohatkan bahwa Aparat Polisi sudah tidak menggunakan norma yang menjadi panutan di Negara Kita yaitu Sopan Santun dan Prikemanusiaan. 

Dengan melihat alasan yang dibuat oleh Polres seperti tercantum di dalam surat perintah penangkapan point Pertimbangan :” Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana dan atau bagi pelaku pelanggaran yang telah dipanggil dua (2)kali berturut-turut tidak dating tanpa alasan yang sah, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini....” adalah Kebohongan Publik, karena para Petani tidak pernah menerima surat panggilan sebelum proses penangkapan tersebut. Proses penagkapan salah satu orang Petani (Nasihun) tanpa ada sebuah surat Perintah Penangkapan dan baru disusulkan sehari setelah proses penangkapan tersebut.

Tuduhan yang digunakan oleh Kepolisian adalah diduga keras melakukan tindak Pidana “Perusakan kawasan Hutan “ sbagaimana dimaksud dalam pasal 50 (1)(2)(30 huruf A Jo Pasal 78 UU no 41 tahun 1999 tentang Khutanan Jo Pasal 170 KUHP.

Secara tegas, dapat kami katakan bahwa pola operasi sistematis yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan didukung oleh PERHUTANI adalah upaya membendung dan meredam perjuangan rakyat untuk mendapatkan hak-hak atas tanah dan kekayaan alam lainnya dengan cara-cara represif dan Kriminalisasi. Perjuangan yang dilakukan rakyat petani dan masyarakat bukanlah tindakan melanggar hukum (kriminal), melainkan harus dilihat sebagai usaha langsung yang sah dari rakyat guna memperjuangkan dan mempertahankan hak atas tanah sebagai sumber penghidupannya.

Berdasarkan kejadian dan pandangan di atas maka kami SERIKAT TANI MERDEKA dan PETANI MANDIRI (Pergerakan Tani Nelayan Indonesia Mandiri) menyatakan SIkap dan Tuntutan sebagai berikut :

· Segera hentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani di Kabupaten Cilacap khususnya Para Petani Pengelola Tanah Timbul. 

· PECAT dan ADILI Kepala Polisi Resort Cilacap dan jajarannya Kasat reskrim selaku penyidik ( Fahmi Arifrianto) dan yang mendapatkan perintah serta yang melakukan penangkapan ( Zudi Parwata, Bambang L, Sutarno, Sukartono,Suharin, Kusawanto).

· Terhadap para petani, yang telah ditangkap lalu ditahan, aparat kepolisian harus segera membebaskan dan memulihkan hak-hak mereka.

· Segera lakukan perundingan antara pemerintah daerah, Perhutani dengan petani dan masyarakat untuk penyelesaian yang seadil-adilnya pada rakyat atas persoalan tersebut, untuk penyelesaian atas kasus ini secara adil dan tuntas. 

· Dalam melakukan proses penyelsaian sengketa tanah dan sumber daya , pemerintah daerah (Bupati dan DPRD) Cilacap hendaknya berlandaskan pada mandat Tap MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam, UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, dan Keppres No.34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasioanal di Bidang Pertanahan yang pada pokoknya terkandung semangat kerakyatan dan keadilan sosial, serta cukup besarnya kewenangan daerah dalam menuntaskan masalah agraria termasuk penyelesaian konflik pertanahan yang menjamin hak-hak rakyat atas tanah di dalamnya.

· Mendesak pemerintah untuk segera membuat Undang-Undang tentang Perlindungan Petani.

KRONOLOGI PENANGKAPAN PETANI KABUPATEN KENDAL PROPINSI JAWA TENGAH

Adapun kronologi hukum kasus dugaan pencurian dan pengrusakan barang secara bersama-sama yang diklaim milik PT. Karyadeka Alam Lestari adalah sebagai berikut :

· Bahwa awalnya PT. Karyadeka Alam Lestari merupakan perusahaan warisan kolonial yang bernama Perkebunan Karet Kalimas, dibangun pada tahun 1920an yang cara menguasainya  dilakukan dengan mengusir penduduk Desa Trisobo; 

· Bahwa Perkebunan Karet Kalimas awalnya adalah perusahaan Inggris  bernama PAMANUKAN dan TJIASEM (P&T LANDS) dengan luasan sebagai berikut:

1. Afdeling Kalimas 

: 292,02 Ha (sebagian sudah menjadi    

                                                perumahan dan kawasan Industri).

2. Afdeling Pesantren
: 232,42 Ha (sebagian sudah menjadi





  Perumahan).

3. Afdeling Semak

: 204,96 Ha (sebagian sudah menjadi





  perumahan).

4. Afdeling Rembes

: 138,09 Ha (sebagian sudah menjadi





  perumahan).

5. Afdeling Trisobo

: 151,3 Ha (± 80 Ha sudah dikuasai oleh





  masyarakat secara produktif).

· Bahwa pada tahun 1964 P&T LANDS diambil alih oleh Pemerintah Indonesia (Proses Nasionalisasi) dan diganti dengan nama PPN-DWIKORA IV tapi selanjutnya pada tahun 1971 PPN-DWIKORA IV diubah menjadi PP SUBANG; 

· Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.3 Tahun 1971, sejak tanggal 14 April 1972 dan SK  Menteri Pertanian No.500/KPTS/UM-IX/1973, PP-SUBANG dialihkan kepada PT. TATAR ANYAR INDONESIA (Perusahaan patungan THE ANGLO INDONESIA PLANTATIONS INGGRIS, Pemerintah Indonesia dan Pihak Swasta Nasional) dan mendapatkan ijin HGU sesuai dengan SK. Mendagri No.67/HGU/DA/80 tanggal 25 September 1980 tmt. 31 Desember 1972 s/d 31 Desember 2002;

· Bahwa berdasarkan akte jual beli tanggal 29 Nopember 1997 No.4/Jawa Tengah/1996, PPAT Djoko Walijatun, Direktur Pendaftaran Hak Atas Tanah beralih pengelola dari PT. Tatar Anyar Indonesia kepada PT. GREENVALLEY INDAH ESTATE, melai tanggal 28 Maret 1996;

· Bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri Kahakiman RI. No. C2-5519 HT.0104 TAHUN 1997 tanggal 25 Juni 1997 dan pernyataan Notaris No. 258 tgl 27 Mei 1997 yang dibuat oleh Irawan Soerodjo SH, Notaris di Jakarta, terjadi perubahan nama dari PT. GREENVALLEY INDAH ESTATE menjadi PT. Karyadeka Alam Lestari;

· Bahwa pada sekitar antara tahun 1998 - 1999 PT. Karydeka Alam Lestari (PT. KAL) menebangi pohon-pohon karet yang sudah tua dengan maksud akan melakukan replanting (peremajaan) akan tetapi upaya tersebut tidak dilanjutkan dengan penanaman kembali sehingga banyak lahan yang terlantar;

· Bahwa sejak tahun 2000 petani desa Trisobo menginginkan supaya HGU PT. Karyadeka Alam Lestari (PT.KAL) tidak diperpanjang lagi karena alasan pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah serta lahan pertanian yang sangat terbatas. Masyarakat Desa Trisobo mayoritas berprofesi sebagai buruh tani atau buruh swasta karena mereka tidak mempunyai lahan garapan sendiri untuk bertani; 

· Bahwa sejak berakhirnya HGU PT. Karyadeka Alam Lestari yaitu pada 31 Desember 2002, pada pertengahan tahun 2003 petani masuk ke wilayah perkebunan dengan menanami lahan-lahan yang ditelantarkan oleh PT. Karydeka Alam Lestari (KAL). Petani berinisiatif mencetak sawah-sawah dengan membuat saluran air yang digarap sekitar 35 Kepala Keluarga dengan luas sawah ± 5 Ha;

· Bahwa lahan bekas HGU PT. Karyadeka Alam Lestari (PT.KAL) seluas 151,1 Ha yang terletak di Desa Trisobo merupakan dataran tinggi perbukitan (sekitar ±250 m diatas permukaan laut) sangat cocok untuk tanaman musiman dan tahunan. Tanaman musiman diantaranya tanaman jagung, ketela, kacang, padi, pisang, dll dan tanaman tahunan diantaranya pohon jati, mahoni, sengon, mangga, petai dan lain-lain, sehingga tercatat ada sekitar 400 KK yang sudah menggarap di lahan bekas HGU PT. Karydeka Alam Lestari tersebut;

· Bahwa karena semakin ramainya lahan bekas perkebunan tersebut maka masyarakat berinisiatif untuk memperbaiki jembatan yang menghubungkan Desa Trisobo dengan perkebunan. Pada Oktober 2006 petani penggarap lahan bekas perkebunan melakukan musayawarah kecil yang membahas perbaikan jembatan, karena sudah banyak warga yang jatuh kalau melewati jembatan tersebut;

· Bahwa kesepakatan tersebut ditindaklanjuti oleh sdr Sarimin (tersangka) dengan meminjam uang ke sdr Istamar (tersangka) sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun sdr Istamar hanya mempunyai uang Rp.475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

· Bahwa beberapa harinya berikutnya petani yang sedang berkumpul untuk beristirahat dilahan garapan, tiba-tiba melihat orang (bakul) yang sedang mencari kayu atau pembeli kayu. Petani bermaksud untuk menjual kayu yang sudah rapuh dan tidak mungkin berbuah lagi untuk dijual guna mengembalikan uang pinjaman dari sdr Istamar yang terletak di lahan persawahan (bukan didalam lahan Perkebunan PT. Karyadeka Alam Lestari) yang digarap oleh sdr Sarpani dan sdr Ngatimin. Kayu yang dijual berjumlah 6 (enam) pohon antara lain 2 (dua) batang pohon mangga, 1 (satu) batang pohon rambutan, dan 3 (tiga) batang pohon durian. Adapun yang menjadi eksekutor penebangan adalah pembeli kayu tersebut, bukan petani;

· Atas peristiwa tersebut sdr Sarimin bin Bakri dan sdr Istamar bin (alm) Sapani dipanggil untuk menghadap kepada Kanit Resintel Polsek Boja di Jl. Pemuda No. 14 Boja pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2006 pukul : 09.00 WIB untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan laporan sdr Adjat Sudrajat (mewakili PT. Karyadeka Alam Lestari) yang tercatat dengan nomor No.Pol : LP/07/X/2006/ Sek. Boja, tanggal 16 Oktober 2006;

· Bahwa selanjutnya pada Jum’at, tanggal 29 Desemeber 2006 sdr Sarimin bin Bakri dan Istamar dipanggil lagi untuk menghadap AIPDA D. MARPINO diruang Unit IV Sat Reskrim Polres Kendal Jl. Soekarno Hatta No.158 Kendal, untuk didengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP;

· Bahwa pada hari selasa 16 September 2008, penyidik dari Polres Kendal kembali memanggil sdr Sarimin, sdr Istamar dan sdr Sutopo untuk diminta keterangannya sebagai tersangka dalam perkara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 atau 362 KUHP;

· Bahwa dalam pemeriksaan ketiga tersangka, penyidik kerapkali menyudutkan tersangka dengan meng-analogikan Hak Guna Usaha seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), “HGU itu seperti STNK, kalau HGUnya habis itu seperi motor  yang STNKnya mati tetapi motor itukan juga punya BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) ya sama kalau HGU PT. Karyadeka Alam Lestari itu habis bukan berarti wilayah perkebunan bisa ditanami petani karena BPKBnya masih atas nama PT.Karyadeka Alam Lestari” . Selain itu penyidik juga mengibaratkan tersangka sebagai Robinhood (di Inggris) dan Si Pitung (di Jakarta) melakukan kejahatan untuk menolong masyarakat. Sehingga dengan upaya tersebut petani merasa tersudutkan;

· Bahwa setelah pemeriksaan ketiga tersangka tersebut, dilanjutkan dengan dikeluarkanya Surat Perintah Penangkapan (No. Pol : SP.Kap/ 178/ IX/ 2008/ RESKRIM) berlaku mulai tanggal 16 September 2008 s/d 17 September 2008 yang ditanda tangani oleh penyidik AKP Dodo Marsodo, S.H. Penyidik pembantu juga bermaksud mempertemukan antara tersangka dengan PT. Karyadeka untuk melakukan negosiasi atau mediasi  yang difasilitasi oleh Penyidik Polres Kendal dengan alasan kemanusiaan;

· Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2008, penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penahanan untuk ketiga tersangka (Surat Penahanan No. Pol.: SP.Han/ 275/ IX/ 2008/RESKRIM) yang menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara Polres Kendal untuk waktu selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 17 September 2008 s/d 6 Oktober 2008;

· Bahwa sebelum mengeluarkan nomor Surat Perintah Penahanan Penyidik  Pembantu sempat menawarkan kepada kuasa hukum dan tersangka:“Kalau ada kesepakatan antara tersangka dan PT. Karyadeka Alam Lestari maka tersangka tidak akan ditahan oleh penyidik”.  Akan tetapi tawaran tersebut ditolak;
· Pada hari Jumat tanggal 26 Spetember 2008 keluar surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri dengan Nomor : B – 152/O.3.27/Epp.1/09/2008 yang ditandatangani oleh KASI Tindak Pidana Umum selaku Penuntut Umum Rizal Simanjuntak, SH; 
· Dari uraian diatas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : 
a. Bahwa Hak Guna Usaha PT. Karydeka Alam Lestari telah habis masa berlakunya sejak 31 Desember 2002;
b. Bahwa Petani memasuki lahan Perkebunan mulai tahun 2003 yaitu dengan menanami lahan – lahan yang telah ditelantarkan oleh PT. Karyadeka Alam Lestari (PT. KAL) karena replanting (peremajaan)  yang tidak digarap kembali;
c. Bahwa PT. Karyadeka Alam Lestari tidak mempunyai hak atas pohon selain pohon karet yang menjadi aset perkebunan seperti yang tertera didalam Hak Guna Usaha PT. Karyadeka Alam Lestari;
d. Bahwa petani telah menggarap lahan eks HGU PT. Karyadeka Alam Lestari seluas ±80 Ha secara produktif dengan ditanami tanaman musiman (seperti padi, ketela, jagung, pisang dan lain-lain) dan tanaman tahunan (seperti sengon, pete, duren, mangga, mahoni) dengan jumlah penggarap sekitar 400 KK;
e. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor : SK-67/HGU/DA/80 tanggal 25 September 1980 menyatakan bahwa PT. Karyadeka Alam Lestari, hanya mengelola perkebunan karet, sehingga PT. Karyadeka Alam Lestari tidak berhak memiliki atas tanaman duren, Mangga dan rambutan apalagi letak tidak didalam wilayah perkebunan;
Sumber: SeTAM cab.cilacap

